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1. Undang·Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Oaerah-daerah Kabupaten Dalam Lingl<Ungan Propinsi Jawa 
Baral {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 

2. Undang·Undang Nomor 8 Tahun 1974 temang Pokok·Pokol< 
Kepegawaian sebagaimana telah diUbah dengan Un<lang­ 
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Alas 

Undang·Undang Nomor 8 Tahun 1974 1entang Pokok.Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor3890) 

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana d•makSud pada 
huruf a di atas, perubahannya tersebut per1u ditetapkan 
kembah dengan Peraturan Bupati. 

a. bahwa sehubungan dengan adanya penyeleriggaraan urusan 

dlbidang layanan pengadaan barang/jasa secara elektronlk 
maka kewenangan, tugas dan 11.Jngsi serta wain tugas Dinas 
Komunikasi dan lnfonnatika yang semula telah dltetapkan 

melalui Peraturan Bupati Bekasl Nomor 36 Tahun 2009 per1u 
diubah dan disesuaikan kembal,; 

Mengingat 

Menimbang 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR 36 TAHUN 2009 TENT ANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

DENG AN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BEKASI, 

NOMOR 41 ru;ur 2011 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T ahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. T ambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembatan Negara Repu!>lik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentllkan 
Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Repub!ik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5234): 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tenlang Sistem 
lnlormasl Keuangan Oaerah (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); . - 

3 vr,dang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang 

Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahon 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nega,a 
Nomor 4437) sebagaimana tefah d•ubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tenlang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

T ahun 2004 I en tang Pemenntahan Dae<ah (Lembaran Negara 
Republik lndooesla Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Oaerah (Lembaran 

Negara Repubiik Indonesia T ahun 2004 Nomor 126. 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah 

dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 30. Tambahan Lembaran 11,'egara 

Nomor 5049); 
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Organisasi Perang~at Daerah Ka!Jupaten Bekasi 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7). 

sebagaimana telah diubal1 dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bekasi Nornor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bekasl Nomor 4 Tahun 2011 ); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomo1 6 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Ka!Jupaten Bekasi (Lembaran 

Oaerah Kabupaten Bekasi Ta.hun 2006 Nomor 6); 

10. Peraturan Pememtah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan °ernerintahan Antara Pemetintah 

Pemenntahan Oaerah Pro111nsi. dan Peme<intahan Oaerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repu1>1;k lr>Ck>OeSla 

Tahun 2007 Nomor 82, Tamba!lan Lembaran Negara 

Nomor 4737); 

11. Psraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tenlang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhi< 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4741); 

12. Peraruran Pemerintah Nomor 106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebiiakan Pengadaan Bara~Jasa Pemerintah; 

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pecloman 

Pelaksanaan Pengadaan Balang/Jasa Pemerintah; 

14. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 

NasionaVKepata Badan Perencanaan Pembangunan Nasior,a; 
Nomor PER.002/MPPN,U<!/2007 tentang Peooman 

Pe•aksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronil< di 
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan 

Nas•onall8adan Perencanaan Pembangunan Nasional; 

15. Peraturan Menteti Oalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri OaJarn Negeri 
Nomor 57 Tanun 2007 ten!ang Petunjuk Teknis Perataall 
Organisasi Perangkat Daerah: ' 



Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan · 

1. Daerah adalah Kabupaten Bekesi; 
2. Pemerin1ah Daerah adalah Pemerinteh Kabupaten Bekasi; 

3. Bupati adalah Bupati Bekasl; 
4. Sekretaris Daeran adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Baka.Si; 
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan lnfo(lllatika Kabupaten Bekasi; 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasl dan lnformatika Kabupaten 

Bekasi; 
-Z~ Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPm adalsh unsur pelaksana 

operasionat sebagian tugas Dmas yang mempunyai wl!ayah kerja satu atau 

beberapa kecamatan: 

8. Kelompok Jabatan Fungs,onal adalah kelompol< Pegawai Negeri Sipi! yang dlberi 
tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang beiwenang untuk 

metaksanakan keglatan sesual dengan profeslnya datam upaya meooukung 
kelancaran tugas pokok o,nas; 

Pasal 1 

I. Ketentuan BAB I Pasal 1 diantara angka 8 dan angka 9. disisipkan angka baru, 
yakni angka SA, sehir,gga berbun\11 sebagal berfkut: 

Peraturan Bupati Bekasl Nomor 36 T ahun 2009 ten tang Organisasi dan Tata Kerja 
Oinas Komunlkasi dan lnformatika yang diundangkan dalam Serita Oaerah 
Kabupaten Bekasl T anun 2009 Nomor 36 diubah beberaoa ketentuan sebagal 

berikut: 

Pasal r 

Menetapkan . PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 36 TAHUN 2009 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

MEMUTUSKA"' 
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a. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasl khusus untuk kepenuan 

pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabepaten 
sepanjang bdak menggunakan spektrum frekuensi radio. 

b. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan 

jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten. 
c. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban 

petayanan uo,versal di bldang telekomunikasi. 
d. Pemberian izin terhadap lnstalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). 

e. Pengawasan/pengendallan terhadap penyelenggaraan telekomunikaSl 
yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembanguna.rt 
telekomunikasi perdesaan, penyetenggaraan warung telekomunil<asl, 

warung seluler atau sejenisnye. 
f. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomumkasi 

yang cakupan areanya kabupaten, pe!aksanaan pembangunan 
telekomunlkasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikas, 

warung seluler atau sejemsnya. 

g. Pemberlan izln kantor cabang dan loket pelayanan operator. 

a. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan. 
b. Pemberian rekomendasi untuk pendinan kantor pusat jasa titipan. 

c. Pemberian lzin jasa titipan untuk kantor agen. 
d. Penerliban jasa titipan untuk kantor agen. 

2. Telekomunlkasi 

Dalam menyelenggarakan tugas, Dines mempunyai kewenangan: 
Bldang Komunikasi dan lnformalika 

A. Pos dan Telekomunikasl 

1. Pos 

Pasa12 

u Ketentuan Pasal 2 drtambah huruf baru yal<ni huruf c. sehingga Pasal 2 berbunyi 

sebagaiberikut: 

SA Pengadaan Barang JaSa secara elektrooil< (E-procvrerr.ent) adalah pengadaan 
barang/lasa yang meng kutl ketentuan Peraturan Presiden tentang pengaclaan 
baranWjasa pemenntah dan dt!aksanakan dengan menggunakan teknologi 
infonnasi dan transaksi elektron,k sesuai dengan aturan perundang-<.1n(langan 
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a. Pelaksanaan diseminasi I penyebarluasan informasi naslonal 

3. Kelembagaan Komunikasi Pemerlntah Daerah 

2. Kelembagaan Komurnkasl Sosial 

a. Koordlnasl dan rasflltasi pemberdayaan komunikasi sosial s1<ala 
kabupaten. 

, 1. Penyiaran 

a. Pemberian rekomendasi persyaratan admimstrasi <Ian kelayakan data 
teknis terha,;lap permohonan izin penyelenggaraan radio. 

b. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio 

dan/atau televisi. 

- 

8. Sarana Komunikasi Dan Oiseminasl I Penyebarfuasan lnformasi 

5. Kelembagaan lntemasional Pos dan Telekomunil<asi 

a. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan 

telekomunikasi serta penggunaan lrekuensi radio di daerah perbatasan 

dengan negara tetangga. 

a. Pengendalian <Ian penertiban terhadap petanggaran standarlsasl pos dan 
telekomunikasi. 

b. Pemberlan izin usaha perdagangan aiat perangkat telekomunikasi. 

4. Standarisasi Pos dan Telekomuntkasl 

a. Pembenan lzln Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomvnikasi 
sebagai sarana dan prasarana teiekomunll<asi. 

b. Pemberian lzin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikaSt 

sebagai sarana dan prasarana teiekomunlkasi. 
c, Pemberian izin gaban untuk kepertuan penggelaran kabel telekomunikasi 

dalam satu kabupaten. 
d. Pemberian izin Hmder Ordonantie (Ordonansi Gangguan). 

e. Pemberian izin instalansi penangkal petir. 
I. Pemberian izin instalansi genset. 

h. Penanggung 1awab pa,,gg,lan darurat telekoniJT>1kas1 

3. Speldrum Frelweosi RadlO dan Orbit Sater11 (Orsat) 



(1) Kepala Dines mempunyai tugas pokok rnerumuskan. rnenyelenggarakan. 

membina dan mengevaluasi urusan pemetintahan daerah berdasarkan asas 
desentralisasl dan Vagas pembantuan pada bidang Hubungan Masyarakat dan 

Sarana Komunikasl, bidang Pos. Telekomunikasi. Monttoring dan Penertiban. 

Pasal 8 

IV. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, ayat (2) diantara huruf j dan huruf k dislsipkan 

huruf baru yaknl huruf j. 1, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai beril<ut : 

Dalam menyelengga.rakan tugas pokok sebagaimana dimal<Sud pada Pasal 4 Dinas 
mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang Kubungan Masyarakat dan Sarana 

Komunikasi, Penye<liaan dan Pengolahan Data serta Telematil<a; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang 

Hubungan Masya.rakat. Sarana Komunikasi. Penyediaan dan Pengolahan Data 
Telematika serta Layanan Pengadaan Secara Elektronil<; 

c. pemblnaan pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang Hubungan Masyarakat dan 

Sarana Komunikasi, Penyediaan dan Pengotahan Data serta Telematika; 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan - . fungsinya. 

• 

Pasal 5 

111.Ketentuan Pasal 5 huruf b dlubah, sehingga PasaJ 5 berbunyi sebagai berikut: 

4. Kemrttaan Med,a 
a. Koordinasl dan fasU..asi pengembangan kemitraan media Skala kabupaten. 

C. tayanan Pengadaan secara Eteklronik 

1. Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkullgan 

Pemerintah Kabupaten Bekasi. 

a. Pelaksanaan pelayanan tnfom1asi L.PSE 
b. Pengelolaan sisrem pengadaan secara eleklronlk; 

c. Pengelolaan lntrastruktur LPSE; 
d. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna slstem pe<1gadaan secara 

elektronlk; 
e. Pelaksanaan pelalihan penggunaan L.PSE. 



. 
melaksanakan penertiban jasa titipan untuk kantor agen; 
melaksanakan pemantauan dan svaluasl kegiatan filateli serta penyusunan 
pelaporannya: 

p. metaksanakan penguJian terhadap alal/perangkat pos dan telekomunikasi 
dapat dilakukan oleh Balai Uji di daereb kabupaten, 

q. melaksanakan pemantauan dan penertiban pelanggaran alas ketentuan 
sertifikasi dan pengadaan alaVperangkat postel: 

r. memberikan izin penyelenggaraan telekomumkasl khusus untuk keperluan 
pemerintah dan badan hukum yang cakuoan areanya kabupaten sepanjang 
tidak menggunakan spektrum frekuensi rado; 

j. 
j.1 

• 
k . 
I. 

m. 
n. 
o. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok seba9aimana climaksud pacla ayat (1). Kepala 
o,nas mempunyai uraJan tugas sebagai berikut 

a. menyusun rencana keglatan dan anggaran dinas: 
b. menylapkan banan rencana strategis dan rencana kerja dlnas· 
c. menyiapkan bahan-bahan RPJPO dan RPJMO sesuai bidang tugasnya 

sebagai bahan penyusunan RPJPO dan R0JMD Kabupaten: 
d. mengumpulkan bahan-bahan LPPO tahunan dan LPPO lima tahunan dinas 

sebagal bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan 
Kabupaten: 

e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati; 
f. menghlmpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan 

rencana kinerja (RENJA) dinas: 
g. menghlmpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan 

Anggaran {OPA) dinas; 
h. membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Oinas KomunikaSI dan 

lnformatika; 
i. merumuskan kebijakan teknis bidang Pos dan Telel<omunikasi, Aplikasi dan 

Telematika serta Hubungan Masyarakat dan Sarana Komunikasi; 
menyelenggaraKan petayanan pos di perdesaan: 
menyelenggarakan layanan pengadaan secara elektronlk. 
memberikan rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan: 
memberikan izin jasa t~ipan untuk kantor agen: 
melaksanakan penertiban jasa tltipan untuk kantor agen; 

bidang Penye<ltaan dan Pengolallan Daia bldang Telematlka serta Layananan 

Pef\lladaan Secara Bektron·~- 



aa, menyelenggarakan jaringan lelekomunikas, yang bersifat lokal: 

bb. menyelenggarakan jaringan telekomunikasi yang bers~at khusus: 
cc. memberikan kaj,an/rekomendasi teknis lzm Mendmkan Bangunan (IMB) 

menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi; 

dd. memberlkan lzin gaJian untuk kepertuan pe,,ggelaran l<abel telekomunikas; 

dalam satu kabupaten: 
ee. memberlkan lzin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan): 
ff. memberikan izin instalasi penangkal petir; 

gg. memberlkan lzln lnstatas: genset; 
hh. mengendalikan dan menertibkan pelanggaran standarisasi pos dan 

telekomunikas,; 

ii. rnernberlkan lz.n usana perdagangan aJat perangkat tele~omunikasi: 
jj. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan 

telekomunikasr serta penggunaan trekuensl radio di caeran; 
kk. memberikan rekomendasi persyaratan aclministrasi dan kelayakan data 

teknis terhadap permononan i2in penyelenggaraan raa;o: 
II. memberikan izin lokasi pembangunan studio dan staSIUn pemancar radio 

an/atau televisi; 
mm. mengoordinasikan dan memfasil~asi pemberdayaan komunikasi sos.al Skala 

kabupaten; 

nn. memberikan rekomendasl perlzinan pendirian radio siaran, TV dan stas1011 

relay; 

oo. melaksanakan diseminasi I penyebarluasan informasl nasionaJ: 

y. 
z. 

x, 
w. 

v. 
u. 

membenkan rekomendaS• 1emadao pennohcnan 12111 penyelenggaraan 
jaringan tetap tertvlup lokal "1feline (end !O end) cakuoan kalJupaten. 
rnembertken rekomendas1 wilayah pnornas untuk pembangunan kewajiban 
pelayanan uniVersal d, bidang telekomunikasi; 
memberikan lzln terhadap lnstalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G): 
mengawasl <Ian mengendaJikan penyelenggaraan telekomunikaSl yang 
cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan !elekomunikaSl 
perdesaan, penyelenggaraan warunq telekomunikasi. warung setuler atau 

sejenisnya: 
memberlkan izin kantor cabang dan loket pelayanan operator: 

penanggung Jawab panggllan darurat telekomunikasi: 
menerbitkan izin penyelenggaraan instalasi kabel rumat, OKRiG); 
menyelenggarakan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal: 

I. 
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pp mengawasi dan menerbrti<ar' lilm can rad,o. 
co menyelenggatal<an pelayanan pertz111an pen;ualan <Ian pengawasan laser 

Clisk, vcd. dvd, 
rr menyeienggaral<an pelayanan perizinan pameran: 
ss. mengoordinas, dan memfasilijasi pengembangan ksmttraan media skala 

kabupaten; 
n. merumuskan program dan menyelenggarai<an informasl melalui media 

penerbitan, elektronik tradis,onal dan media baru: 
uu. menyelenggarakan penyebaran lnformasi melalu, media luar sepeni spanduk. 

baligo, bilboard <Ian gambar dinding: 
w. metaksanakan komrol kualitas yang akan disajikan melalui internet; 
ww. memelihara konektifitas jaringan internet ISP pemda Kabupaten Bekas~ 
xx. melaksanakan penelitian clan pengembangan tekt>Ologl lnfonnasi: 
yy. menyelenggaral<an aaministrasi keuangan dan asset daerah di 6ngkungan 

Dinas Komunikasi dan lnformatika: 
zz, mengelola retribusi yang menjadi kewenangannya: 
aaa. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada Dinas 

Komunlkasi dan lnformabka; 
bbb. menyelenggarakan koordinas, dengan dinas lain 
coc. menghimpun, mengclah dan menganalisa data serta penyapan data hasil 

kegiatan urusan pelayanan dinas; 
ddd. menyusun bahan laporan akuntall<mas kerja dinas; 
eee. menyusun pertanggungjawaban laporan kegia'la!l dan keuangan: 
fff. mengendalikan petaksanaan teknis kegiallln lingkup dinas: 
ggg. melakukan pengamanan <Ian pemeliharaan barang milik daerah di linlJkuP 

dinas; 
hhh. mempelajari. memaharni dan menyalenggarakan peraturan perundang· 

undangan dan ketentuan-ketentuan yang bell<aitan dengan dines; 
iii. meiaksanakan program pengawasan internal di lingl<llngan dines; 
jli. memberlkan saran clan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan; 
kkk. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventansasi permasalahan tingkup 

tugasnya serta mencari altematif pemecahannya; 
Ill. membagi tugas kepada bawanan untuk ke!anearan pelaksanaan tugas sesua, 

dengan ketentuan yang betlaku: 
mmm. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan 

tugas dapat berjalan !ancar: 
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(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan tungsi Hubungan Masyarakat dan 

Sarena Komunikasi, membawahkan : 
a. Seksi Penyiaran dan Kemltraan Media; 
b. Seksi Kelembagaan Komumkasi. 

a. perencanaan operasional urusan Penyiaran dan Kemitraan Media serta 
Kelembagaan Komunikasi; 

b. pengelolaan urusan Penyiaran dan Kemitraan Media serta Kelembagaan 

Komunikasi; 
c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Penyiaran dan Kemitnraan 

Media sena Kelembagaan Komun,kasi; 

c. t pemblnaan layanan pengadaan secara elekrron1k; 
- d. pelaksanaan togas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang 
Hubungan Masyarakat dan Sarana KomunikaSI memp<Jnyal fungsi : 

(1) Bidang Hubungan Masyarakat dan Sarana Komunikasi dipimpin oleh seorang 

Kepala dan memp<Jnya, tugas pokok merencanakan operasional, mengelola. 
mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan 

Penyiaran dan Kemitraan Media, Kelembagaan Komunikasi serta membina 
pelaksanaan layanan pengadaan secara elekttonik. 

Pasal 17 

V. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, ayat (2) otantara huruf c clan huruf d 

disisipkan huruf baru yakni huruf c.t . sehingga Pasal t 7 berbunyi sebaqal berikut · 

nnn, menilai hasU kerja baWahan seeera berjen1ang untuk oanan mengembangkan 

kaner. 
ooo. melaporkan has,1 pelaksanaan tugas dan!atau kegiatan kepacla atasan; 
ppp. metaksanakan tugas kedinasan lainnya yang Olbefikan oien atasan. 



laser disk, vco, dan dvd; 
o. menyelenggaraJ<.an teknis pelayanan perizinan pameran; 
p. menyiapkan bahan penyelenggaraan pameran: 

sebagai j. melaksanakan tugas-mgas yang dilimpahkan Kepala Dinas 
pengguna anggaran APBD; 

k. menyiapkan bahan analiSa urusan penyiaran dan kemilraan media; 
I. melaksanakan teknis diseminasi informasi nasional; 
m. mstaksanakan teknis pengawasan dan penerbilan film clan radio: 
n. menyelenggarakan teknis pelayanan perizinan penjualan dan pengawasan 

Bldang Hubungan Masyarakat dan Sarena Komunikasi clalaln menyelenggaral<an 
tugas pokok dan fungsi sebagaimana dlrnaksud pada Pasal 18, mempunyai uraian 

tuqas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan clan anggaran B-dang Hubungan Masyarakat dan 

Sarena Komunikasi; 
b. menyiapkan banan rencana strategiS <Ian rencana ketja Bidang Hubungan 

Masyarakat dan Sarana Komunikasi; 
c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya 

sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten; 
d. mengumpulkan bahan·bahan LPPD tahunan dan LPPD ~ma tahonan Bidang 

Hubungan Masyarakat dan Sarana Komunikasi sebagai bahan penyusunan 

LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten; 
e. menyiapkan banan-banan LKPJ akhir tahun dan akhlr masa jabalan Bupati · 
I. menghlmpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan 

rencana kinerja (RENJA) Bidang Hubungan Masyarakat clan Sarena 
Komunikasi; 

g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (AKA) dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran {DPA) 81dang Hubungan Masyarakat dan Sarena Komunikasi; 

h. pertanggungjawaban Kepala o,nas Komunikasi dan lnformatika kepada 

Bupati; 
- ,. menyusun bahan evaluasi klnetja penyelenggaraan Hubt.Jngan Masyarakat 

dan Sarana Komunikasi; 

Pasal 18 

Vl Ketenruan Pasal 18 dlaniara huruf y can huruf 2 dis,s,pkan huruf baru yakni 
huruf y.1, sehingga Pasal 18 berbunyl sebagaJ berikut : 
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q. melaltsanal<an ,eKr>is koorchnast can fasilitasi pengembangan kernttraan media 

Skala xaoupaten 
r. menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan program dan penye!enggaraan 

intormasi rnelalui media penerbitan dan trad•s.ona.l, 
s. mstaksanakan teknis penyebaran infom,asi rnetalul media luar sepet!i 

spanduk, baligo. bilboard dan gambar dinding; 
l. menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain 
u. menghimJ)\Jn, mengolah dan menganalisa hasil kegiatan urusan pelayanan 

Bidang Hubungan Masyarakat dan Sarana Komunikasl; 
v. menyusun bahan taporan akuntabilitaS kerja Bidang Hubungan Masyarakat 

dan Sarana Komunlkasl; 
w. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan: 
x. mengendalikan pelaksanaan teknis keg,atan lingkup Bidang Hubungan 

Masyarakat dan Sarana Komunikasi; 
y. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di ringkup 

Bidang Hubungan Masyarakat dan Sarana Komunikas 
y.1 melakukan pembinaan kepada UPTD tayanan pengadaan secara eleklronik. 
z, rnempelaiart, memanaml dan menyelenggaralcan peraturan perundang· 

undangan dan ketentuan·ketentuan yang berkattan dengan Bidang Hubungan 
Masyarakat dan Sarana Komunikasi; 

aa. melaksanakan program pengawasan internal di tingkungan Bidang Hubungan 
Masyarakat dan Sarana Komunikasi; 

ob. memberikan saran dan pertimbangan teknls bldang tugasnya kepada atasan; 
cc. melaksanakan evatuasi tugas dan menginventansasi perrnasalahan lingkup 

tugasnya serta mencarl alternattt pemecahannya; 
dd. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran petaksanaan tugas sesuai 

dengan kstentuan yang bertaxu: 
ee. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pe!aksanaan 

tugas dapat berjalan lancar; 
ff. menilai hasil kerja bawahan secera berjenjang untuk bahan mengemba,gkan 

karler; 
gg. metaporkan hasil pelaksanaan tugas danra1au kegiatan kepada atasan: 
hh. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibenkan oleh atasan. 



Bidang Pos. Telekomunikast. Monitoring dan Penertiban dalam menyelenggarakan 
tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasai 23, mempunyai 

uraian tugas sebagal berikut: 
a. menyusun rencana keg,atan dan anggaran Bidang Pos. Telekomumkasl. 

Monitoring dan Penertlban: 
b. menyiapkan bahan rencana strategis dan reocana kerja Sidang Pos. 

Telekomunikasi, Monitoring dan Penertiban, 

Pasal24 

. 
'huruf tt.1, sehlngga Pasal 24 betbunyi sebagai berikut 

VIII. Ketentuan Pasal 24 diantara huruf tt dan huruf uu dlsisipkan huruf baru yakni 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan !ungsi Pos. Telekomunii<as,. 
Monitoring dan Penert,ban, membawahkan; 
a. Seksi Pos dan Telekomunikasi: 

b. Seksi Monitoring dan Penertiban. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dlmaksud pada ayat (1). Bidang 
Pos. Telekomunlkasi, Monitoring dan Penertiban mempunyai fungsi: 

a. perencanaan operasional urusan Pos. Telekomunlkasi, Monitoring <Ian 

Penertlban; 
b. pengelolaan urusan Pos, Telekomunikasi. Monitoring dan Penertiban: 

c. pengendalian, evaluas! dan pelaporan urusan Pos. Telekornumkasi, Monttonng 

dan Penertiban: 
c.1 pemblnaan layanan pengaclaan secara elek1ronik: 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

p) Bidang Pos. Telekomunikasi, Monitoring dan Penertiban dipimpin oleh seorang 
Kepala dan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional. mengelola. 

mengoordinasikan. mengendalikan, mengevaluasi oan melaporkan urusan Pos, 

Telekomunlkasl, Monrtoring dan Penertiban serta membina pstaxsanaan layanan 

pengadaan secara elek1ronlk. 

Pasal23 

VII Ketenwan Pasal 23 ayat I) d,ubah. ayat (2l diantara huruf c dan huruf d 
dlsislpkan huruf baru yaknl huruf c.1 . sehingga Pasal 23 berbunyl sebagai berikul : 
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c meny,ap)lan ballan-oahan RPJPO dan RPJMO sesuai b.dang tugasnya 
sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten: 

O mengumpulkan banan-oanan LPPO tanunan dan LPPO !Ima tahunan Bidang 
Pos, Telekomunlkasi. Monitoring can Penertiban sebagai bahan penyusunan 

LPPD Tahunan dsn LPPD lima tahunan Kab<Jpaten; 
e. menyiapkan banan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati : 
r. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan 

rencana kinerja (RENJA) Bidang Pos, Telekomunikasi, Monitoring dan 

Penertlban; 
9- menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (AKA) dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Bic!ang Pos. Telekomunikasl, Monitoring dan Penertiban; 

h. menyiapxan bahan analisa urusan Pos dan Telekomunikasi; 

I. menyiapkan bahan penyusunan slandar, norma. pedoman knteria. prosedur di 
bidang pos dan telekomunikasi serta informatika. spektrum frekuensi radio dan 
orbit satelit; 

j. mengelola pengawasan administrasi per,jinan bidang pos dan telekomun;kasi: 

k. mengelola pengawasan clan penartiban standar, norma. pedoman kriteria; 
I. menyiapkan dan menyusun banan penyelenggaraan pelayanan pos di 

perdesaan; 
m. menylapkan bahan pernberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jaSa 

tltipan; 
n. menyiapkan da.~ menyusun bahan pemberian rzin jasa titipan untuk kantor 

agen; 

0. menylapkan bahan kebijakan teknis penertiban jasa lltipan untuk kantor agen: 
p. menyiapkan bahan keb11aJ<an tekms penertiban 1asa tmpan untuk kantor agen: 
q, menyiapkan banan keb!Jakan teknis pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli 

serta penyusunan pelaporannya; 
r. menyiapkan bahan kell•Jakan teknis pengufian terhadap alat/perangkat pos 

dan telel<om,.mii<as, c!apat dilaxukan oleh Balai Ujl di daerah kabupaten: 

s. menyiapkan bahan l<ebijalraJ'I teknis pemantauan can penertiban pelanggaran 
atas ketentuan ser-Jfikas, dan pengadaan alaVp&rangkat postet: 

I. menyiapkan dan menyusun banan pemberian izin penyelenggaraan 
telekomunikasi l<husus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang 
cakupan areanya '<abupalen sepanjang tidak menggunakan spektrum 

frekuensi radio 
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u. menyiapl<an dan rnenyustin bahan pembertan rekomendasl temadap 

permohonan izin penyetenggaraan Jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to 

end) cakupan kaoupaten: 
v. menyiapkan dan menyusun bahan pemberian rekomendasi wilayah priori1as 

untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi: 

w. menyiapkan dan menyusun bahan pemberian izin terhadap lnstalalur Kabel 

Rumah/Gedung (IKR/G): 
x. menyiapkan bahan kebijakan teknis pengawasanJpengendalian terhadap 

penyelenggaraan telekomunlkasi yang cakupan areanya kabupaten. 

petaxsanaan pembangunan telekomunikasl perdesaan. penyelenggaraan 
warung telekomunikas,. warung seuner atau sejenisnya; 

y. menyiapkan dan menyusun bahan pemberian izin kantor cabang dan loket 

pelayanan operator: 

z. penanggung jawab panggilan darurat teiekomunikasi: 
aa. rnenylapkan dan menyusun Dahan penerbitan i21n penyelenggaraan insta!asi 

kabel rumah (IKR/G); 

bb. menyiapkan banan penyelenggaraan [asa telekomunikasi yang bersdat lokal: 
cc. menyiapkan bahan penyelenggaraan jaringan tetekomunikasi yang betsifat 

lokal; 
dd. menyiapkan baha.1 penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat 

khusus: 
ee. menyiapkan dan menyusun bahan pemberian izin penggunaan spektrum 

frekuensi radio untuk televisi dan radio lokal dengan ter.ap merigacu alokasi 
spektrum frekuensi nasooat; 

ff. menyiapkan dan men)l\.sun bahan pembenan lzin Mendirikan Bangunan QMB) 

menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi: 
gg. menyiapkan dan menyusun bahan pemberian izin gallan untuk keperluan 

penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten; 

hh. menyiapkan dan menyusun bahan pemberian izin Hinder Ordonamie 

(Ordonansi Gangguan): 
ii. menyiapkan dan menyusun bahan pemberian izm instalasi per.angkal petir· 
jj. menyiapkan dan menyusun bahan pemberian izin instalasl genset: 

kk. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian dan penertitan 
terhadap pelanggaran stanclarisasi pos dan telekomun,kas,; 
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II. meny,apj<an dan me11y'Jsun ballan pemoerian izin usaha perdagangan alat 

perangkat 1e1ekomun1kas1; 
mm. memfasilitasi te~nis petaksanaan koordinasi penyelengga,aan pos <Ian 

telekomunikasi sena penggunaan frekuensi radio di oaeran: 
nn. menylapkan dan menyusun bahan pembenan rekomendasi persyaratan 

administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan l2ll1 

penyelenggaraan radio; 
oo. menylapkan dan menyusun bahan pemberian izin lokasi pembangunan studio 

dan stasiun pemancar radio danlatau televisi; 
pp. mstaksanakan teknis koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial 

skala kabupaten: 
qq. menyelenggarakan teknis pelayanan rekomendasi perizinan pendirian radio 

siaran, TV dan stasion relay; 
rr. menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain; 

ss. menghimpun. mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil 
kegiatan urusan pelayanan Bidang Pos, Tetekomunikasi. Monitoring dan 

Penertiban; 
tt. menyusun bahan taporan akuntabilitas kerja Bldang Pos, Telekomunikasi. 

Monitoring dan Penertiban; 
tt.1. melakukan pembinaan xeoada UPTO layanan penqadaan secara elektrornk. 

uu. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan; 
w. mengendalikan petaxsanaan teknls kegiatan lingkup Bidang Pos. 

Telekomunikasi, Monitoring dan Penertiban; 
ww.melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang mihk daerah di lingkup 

Bidang Pos, TelekomurJkas,. Monitoring dan Penertiban; 
xx. mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang­ 

undangan dan • ketemuan-ketentuan yang berkartan dengan Bidang Pos, 

Telekomunikasi. Monitoring dan Penertiban; 

yy. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang Pos 

Telekomunikasi. Monitoring dan Penertlban; 

zz. memberikan saran dan pertlmbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan: 

aaa. rnelaksanakan evaluasl tugas dan menginventarisaSi perrnasalahan lingkup 

tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya; 

bbb. membagl tugas kepada bawahan untuk ketancaran pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku: 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimakSud pada Ayat (1 ), s,c1ang 

Penyediaan dan Pengolahan Data mempunyai fungst 

a. perencanaan operas,onal urusan Penyediaan clan Pengolahan Data; 

b. pengelolaan urusan Penyediaan dan Pengolahan Data: 
c. pengendalian, evaluasr dan pelaporan urusan Penyediaan dan Pengolahan 

Data; 
c. 1 . pembinaan layanan pengadaan secara elektron,k: 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

tungsinya. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan lungs, Bl(lang Penyediaan dan 

Pengolahan Data, mambawankao: 
1. Seksi Penyediaan clan Penyajian Data: 

2. Seksi Pengolahan Data. 

(1) Bldang Penyedlaan dan Pengolahan Data cUp,mpin oleh seorang Kepala dan 

mempunyai tugas pokok merencanal<an operasional. mengelola, 

mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan 
Penyediaan dan Pengolahan Data serta membina pelaksanaan layana.r, 

pengadaan secara elektron:k. 

Pasal 29 

IX. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, ayat (2) diantara huruf c dan hunrf d 
disisipkan huruf baru yakni huruf e. 1 , sehingga Pasal 29 bertlunyi sebagai berikllt: 

ecc, memblmblng aiau membenl<an pe~JllJUk kepaaa bawanan agat pelaksanaan 

tugas dapat berjalan lancar: 

ddd. menilai hasil kerja oawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan 

karier; 
ee<?. melaporkan hasil pelakSanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan: 

!ff. rnetaksanakan tugas ked,nasan la,nnya yang dibeokan oleh atasan. 
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a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Penyediaan dan 
Pengolahan Data; 

b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Penyed,aan 

dan Pengolahan Data; 
c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya 

sebagal bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten; 
d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan clan LPPD lima tahunan Bidang 

Penyedlaan clan Pengolahan Data sebagal bahan penyusunan LPPD tahunan 
dan LPPD lima tahunan Kabupaten; 

e. menylapkan banan-bahan LKPJ akhir tahun can akhir masa jabatan Bupati : 
f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan 

rencana kinerja (RENJA) Bidang Penyediaan dan Pengolahan Data; 

g. menghlmpun Rencana Kegiatan Anggaran (AKA) dan Dokumen Peiaksanaan 
Anggaran (DPA) Bidang Penyediaan clan Pengolahan Data; 

h. menyiapkan bahan analisa urusan Aplikasi dan Database: 
i. mengendalikan pelaksana teknis kegiatan lingkup bidang Penyediaan dan 

Pengolahan Data: 
j. menyefenggarakan koordinasi dengan bidang lain; 
k. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil 

kegiatan urusan pelayanan Bidang Penyediaan dan Pengolahan Data; 
I. menyusun bahan laporan akunt.abilitas kerja Bidang Penyediaan dan 

Pengolahan Data: 
m. menyiapkan bahan teknis kontrol lrualitas yang akan d1S3Jikan melalul inlemet: 
n. menyusun bahan kebijSkan pemeliharaan konektttitas jaringan internet ISP 

Pemerintah Kabupaten Bekasi 
o. metaksanakan dan mengimplementasil<an kebijakan perangkal lunak dan 

konten, pemberdavaan serta pemantauan. pengendalian dan penert:ian 

bidang aplikasi database: 

Bidang Penyediaan oan Pengolahan Data dalam menyelenggarakan tugas pokok 
dan fungsl sebagaimana d,maksud pada Pasal 29. mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 

Pasal 30 

X. 1<e1er.tuan P-asal 30 diantaia hurtd l dan hurul u dtsiSipkan huru! baru yakni huruf 
1.1, sehingga Pasal 30 berb1.myi sebagai berikut: 
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(1) Bidang Telematika diplmp,n oteh seorang Kepala dan mempunyai tugas pokol< 
merencanakan operasional. mengelola. meng00<dinas!kan. mengendali'<an, 
mengevaiuasl dan rnetaporkan urusan Telematika serta membra pelaksanaan 
layanan pengadaan secara eleklronik. 

Pasal35 

XI. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah. ayat (2) diantara huru! e dan huru! d 
disisipkan huruf baru yakni hurul c.1 . sehingga Pasal 35 berbuny, sebagai berikut: 

p. menqimoternemasikan standac, norrna, pedoman. kmera oan pcosedur b1da,1g 
aplikasi database; 

q. memfasllltasl Clan membangun, pengelolaan. pengembangan ,nfrastruklur 
serta manajemen aphkasl database pemenrttah oaeran: 

r. menyusun pertanggungJawaban laporan kegiatan dan keuangan: 
s. menyiapkan oahan kebijakan dan evaluas, klne11a penyelenggaraan urusan 

media onllne, website. media call center dan aplil<asi: 
t. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan fingkup BiClang Penyediaan Clan 

Pengolahan Data: 
t.1. melakukan pembinaan kepada UPTD layanan pengadaan secara elektronilc 
u. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milil< daeran di ingkup 

Bidang Penyed,aan Clan Pengolahan Data; 
v. mempelajarl, memahami dan menyelenggatal<an peraturan perundang­ 

undangan dan ketentuan·ketentuan yang berkaitan dengan Bidang 
Penyediaan Clan Pengo!ahan Data; 

w. melaksanakan program pengawasan ,nternal di lingkungan Bida'lg 

Penyediaan clan Pengo'ahan Data; 
x. memberikan saran dan pertimbangan teknis biClang tugasnya kepada atasan: 
y. melaksanakan evaluas, tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkuo 

tugasnya serta msncan allernatif pemecahannya; 
z. membagl tugas kepacla bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 1UQ8S sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 
aa. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan 

tugas dapat berjalan tancar: 
bb. menilai hasil kerja bawahan secara betjenjang untuk bahan mengembangkan 

karier: 
cc. rnstaporkan hasil pelaksanaan 1ugas dan/a!au kegiatan kepada atasan; 
dd. melaksanakan tugas l<edinasan lainnya yang diberil<an olell atasan. 
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Bidang T elematika dalam menyelenggarakan tu gas pokok dan tungsi seoagaJmana 

dimaksud pada Pasat 35. mempunyai uraian 11.lgas sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang T elematika; 
b. menyiapkan banan rencana strategls dan rencana kerja Bidang Telematika; 
c. menyiapkan banan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai b;dang tugasnya sebagai 

bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten: 
d. mengumpulkan nanan-banan LPPD tahunan dan LFPD llma tahunan Bidang 

Telematika sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan 

Kabupaten: 
e. menylapkan bahan-banan LKPJ akhlr tahun dan akhlr masa jabatan Bupati; 
f. menghimpun dan mengumpulkan banan rencana strateqis (RENSTRA) dan 

rencana kinerja (RENJA) B1dang Telemabka; 
g. menghlmpun Rencana Keg'atan Anggaran (RKA) clan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Bidang Telemallka; 
h. menylapkan bahan analisa urusan Telematika; 

i. menyiapkan bahan anatisa can kebijakan sistem 1anngan terintegrasl LAN dan/ 
WAN lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi; 

j. rnetaksanakan dan mengimplementaS1kan kebijakan e·govemment. 

pemberdayaan sena pemantauan. pengendaJian dan penel1iban bidang aplikasi 

telematika; 

Pasal 36 

(2) Untuk metaksanakan rugas pokok sebagaimana dlmaksud pada Ayat (1 ). Bidang 

T elematika mempunyal fungsl: 
a. perencanaan operasionaJ urusan Telematika; 

b. pengelolaan urusan Telematika: 
c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Telema~ka; 

c.1. pemblnaan layanan pengadaan secara elektronik: 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

tungsinya. 
(3) Oalam menyelenggarakan rugas pokok dan funqsl Bidang Telemabka 

membawahkan: 
a. Seksi Pengembangan dan Standarsasi Telematika; 
b. Seksl Penerapan dan Pengawasan Pengendalian Telematika. 

XII. Ketentuan Pasal 36 diantara huruf q dan huruf r disislpkan huruf baru yakrn 

huruf q.1, sehingga Pasal 36 bert>unyi sebagai benkut: 



XIII. Peraturan 1n1 merupakan bagian yang bdak terpisahkan dengan Peraturan Bupat, 
Bekasi Nomor 36 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kgfja Oinas Komunikasl 
can lnformatil<a. 

k. menglmplementasikan stander. norma. pedoman. knteoa clan P<Osedur btdang 

aplikasi telematika; 
I. memfasilitasi oan membangun. pengelolaan. pengembangan infras1ruk!ur sena 

manajemen aplikasi ststern ,n!ormasl pemerintah daeran: 
m. pembinaan dan blmb;ngan teknis, pengawasan dan penertiban pada usaha 

Jaringan aptlkasi telematika· 
n. mengendallkan pelaksana teknis kegiatan llngkup b1dang T elematika: 
o. menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain; 
p. menghimpun, mengolah dan menganalisa data ssrta penyajian data hasil kegoam.n 

urusan pelayanan Bidang T elematika: 
q. menyusun bahan laporan akuntaburtas kerja Bidang Telemalika; 
q.1 melakukan pembinaan kepada UPTD layanan pengadaan secara eleklronik; 
r. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan clan keuangan; 

s. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Telemalika: 
t. melakukan pengamanan dan pemeliharaan baranq milik daerah di lingkup Bidang 

T elematika; 
u. mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang·undangan 

clan ketentuan-ketentuao yang berl<aitan dengan Bidang Telematika; 
v. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan BiOang Telemattka; 
w. msmbenkan saran <Ian pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan: 
x. melaksanakan evaluasi tugas can menginventarisasi permasalahan fingkup 

tugasnya serta mencari anematif pemecahannya: 
y. membagi tugas kepada bawanan untuk kelancaran pstaxsanean tugas sesuai 

dengan ketentuan yang ber'.aku; 
z. membimbing alau membeni\afl pelunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

dapat berjalan tancar 
aa, menilal hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan 

karier: 
bb. meiaporxen hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan: 
cc. metaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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oaetapkan di Cikarang Pusa1 
pada tanggal 5 ~ .. ,.1,e_r 2011 

Passi II 

Peraturan Bupatl Inf mulal berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengela!lumya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Bekas,. 


